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BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPU" TUS.AN BUPATI HAIMAHEAA BANAT
rro*roR 5v IKPTS/ E tzoze

TENTAI'tG

PENEIAPAN KAUIASAN DESA UIISATA
DI I(ABUPATEN IIALIVIAHIRA BARAT

BUPATI TIALMATIERA BARAT,
a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk

meningkatkan kesehjateraan dan kemakmuran ralgrat dengan tetap
melestarikan keprihadian bangsa dan terpelihaianya nitai-nitai
agama, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan;

b. bahwa untuk mewu-judkan pembangunan pariwisataberkelanjutan
di Kabupaten Halmahera Barat, diperlukan upaya diverifikasi oliet<wisata yang berorentasi pada peningkatan kesehjateraan
masyarakat pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;

c. bahwa daiarn pengembangan pariwisata keralqratan, perlu dibentuk
wisata pedesaan yang dapat meqiadi proyek percontohan bagi
kawasan tainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak*,r6 pada
huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Halmahera
Barat;

1. undang-undang Nomor 60 Tahun 19sg tentang penetapan undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 19sz tentang pembentukan
Daerah-daerah swatantra Tingkat II ddam wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. undang-undang Nomor 45 tahun lggg tentang pembentukan
Propinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maruku
Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan uadang-undang
Nomor 6 tahun 2000;

3. undang-undang Nomor 1 Tahun zaos tentang pembentukan
Kabupaten Halma6gr', Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan suLa, Kabupaten Haknahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di propinsi Maluku Utara;

4. undang - undang Nomor 17 Tahun 200s tentang Keuangan Daerah;
5. undang-undang Nomor 10 Tahun zaog tentang Kepariwisataan;
6. undang-undang Nomor 11 Tahun zo].a tentang cagar Budaya;
7. undang - undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerinta]ran

Daerah;
8- undang-undang Nomor 1 Tahun za22 Tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah naerah;
9. undang-undang Nomor 13 Tahun 2a2z tentang perubahan Kedua

atas undang-undang Nomor 12 Tahun zafi tentang pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OIg tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 rahun 2o1g tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2015 tentalg Pembentukan produk Hukum Daerah;
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l3.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor zr rahun zaza tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Hairnahera Barat Nomor 2 Tahun
2a2L tentang Peubahan atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2at6 tentang Pembentukan susunan organisasi perangkat Daerah;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor s rahun
2422 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halrnahera Barat Tahun 2O2S;

16.Perat-uran Bupati Hahrrahera Barat Nomor 2o rahun zo2l Tentang
Perubahan kedua atas peraturan Bupati Hatnahera Barat Nomor
10 Tahun zarc tentang struktur organisasi perangkat Daerah;

l7,Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun ZOZZ Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten
Halrnahera Barat Tahun Anggaran 2AZ3;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olatrraga Kab.
Halmahsra Barat Nomor : 5s6/3s/lu2o2g perihal : permohonan
Usulan Penambahan Desa Wisata.

MEMUTUSNAN
Menetapkan

KESATU

KEDUA

KBTIGA

I\laI1IVITAl

Menetapkal Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Hatmahera Barat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
Penetapan Kawasa:r Desa trYisata sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu merupakan suatu tempat yang memiliki karakteristik khusus
yang dapat dijadikan potensi unggulan sehingga menjadi daya Tarik
khusus bagi wisatawan yang ingin dan/atau merasakan kehidupan
warga desa yang unik, adat dan tradisi masih teq'aga dan tidak dapat
ditemukan di perkotaan serta didukung oleh fasilitas penunjang sepirti
fasilitas makan-minum, akomodasi, transportasi, sarana keietratan
dan lain sebagainya.
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Harmahera
Barat Nomor LL4 I KPTS I x / zotg dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagl.
Keputusan ini mulai ber}aku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal: al Fe

BUPATI

JAMES UAITG

2023

BARAT,

Tembusan Dlso.mpalkan kepada. utlt:
1. Menteri Dalam Negeri RL di Jakart4
2. Menteri Pariwisata RL Di Jai<arta,
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektrrr Inspektorat kab. Halrnahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Para Camat Se- Kabupaten Halrnahera Barat,
7. Para Kepala Desa yang bersangkutan untuk diketahui.

Asisiten Bid Ekonomi & Pemb.

Kabag Hukum & Orgs



LAMPIRAN

?ENTANG

: KEPUTUSAN
NOMOR :

TANGGAL :

: PENETAPAN
BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT
,e lKPrs/ E /zazs
al seBBu^El 2423

KAWASAI.{ DESA WISATA Di KABUPATEII( HALNIiAFIERA

uo NAIYIA DESA BADAIV PENGELOLA

1. BOBANEHENA KBC. JAILOLO POKDARWIS
DESA BOBANEHENA

2. GAMTALA KEC. JAILOLO POKDARIVIS
DESA GAMTAI.A

r)
\,) . BOBO KEC. JAILOLO POKDARWIS

DESA BOBO
4. TUADA KEC. JAILOLO POKDARWIS

DESA TUADA
5. IDAM DEHE KEC. JAILOLO POKDARWIS

DESA IDAM DEHE
6. GUA-BRIA KEC. JAILOLO POKDARWIS

DESA GUAERIA
7. GUFASA KEC. JAILOLO POKDAR\MIS

DESA GUFASA
8. GAMLAMO KEC. JA]LOLO POKDARWIS

DESA GAMLAMO
9. GUAEMAADU KBC. JAiLOLO POKDARVIIIS

DESA GUAEMAADU
10. DOMATO KtrC. JAILOLO SELATAN POKDARWIS

DESA DOMATO
11. AKBLAMO KtrC. SAHU TIMUR POKDARWIS

DESA AKELAMO
72. LAKO AKELAMO KEC. SAHU POKDARWIS

DESA LAKO AKEI^AMO
13. LAKO AKEDIzu KEC. SAHU POKDARWIS

DESA LAKO AKEDIRI
14. ROPU TENGAH BALU KEC. SAHU POKDARWIS

DESA ROPU TENGAH BALU
15. GAMKONORA KBC. IBU SELATAN POKDARWIS

DESA GAMKONORA
16. NAGA KEC. IBU TENGAH POKDARWIS

DESA NAGA
1.7 TOBAOL KEC. iBU TENG,qH POKDARWIS

DESA TOBAOL
18. DUONO KBC. TABARU POKDARWIS

DESA DUONO
19. TODOKE KEC. TABARU POKDARWIS

DESA TODOKE
2A KAHATOLA KEC. LOLODA POKDARWIS

DESA KAHATOLA

Asisten Bid trkonomi & Pemb.

Kabag Hukum & Orgs

BUPATI

JAMES UAI{G
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